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Ora. FARIDATUL FAUZIAH 
W ANPRESTASI DALAM SUATU PERJAN­
JIAN (VERBINTENIS) MENURUT HUKUM 
PERDA TA (BW) 
I. PENDAHULUAN.
Hukum adalah suatu aturan yang
mengatur hubw1gan antara orang yang 
satu dan yang lain, orang dan masya­
rakat, masyarakat satu dengan yang 
lain, barangsiapa yang berani meng­
ganggu atau tidak mengindahkan 
hubungan itu, maka ia dapat dipak­
sakan untuk menghormatinya, atau 
dikoreksi oleh hukum misalnya saja 
tentang hubungan antara dua orang 
atau lebih yang diatur oleh huk'Um, da­
lam ha! perutangan (Verbinteunis) 
yang ditimbulkan oleh Sl1'2tu perjanjian 
(Overeenkmost) atau jual beli yang ter­
dapat pada pasal 1457 KUH Perdata: 
A menjual sejumlah barang (gan­
dum) kepada B, perjanjian un 
menimbulkan hubw1gan antara A dan 
B, hubWlgan itu diatur oleh hukum, A 
wajib menyerahkan gandum kepada B, 
si A berkuasa dan berwewenang me­
minta pembayaran kepada B, 
seba1iknya B wajib membayar harga 
gandwn sebanyak jumlah yang 
ditawarkan A. Apabila salah satu pi­
hak, atau kedua-<luanya tidak 
mengindahkan kewajibam1ya, maka 
oleh llakim dapat dijatuhkan suatu 
sanksi hukum, hubw1gan antara A dan 
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B yang diarur oleh hukum ini disebut 
hubungan hukum (rechtsbetrekking) 
(E.Utrecht, 1982:249). 
Setiap hukum mempunyai dua 
segi yairu kekuasaaau (wewenang/ 
bevoegdheid) dengan tantmgannya 
yakni kewajiban (Plicbt), kekuasaan 
inilah yang oleh bukum diberi kepada 
seseorang atau badan hukum karena 
hubW1gan hukumnya dengan orang lain 
a.tau badan bukum lainnya yang dise­
but hak. 
Hakadalah wewenang kekuasaan 
seseorang atau badan hukum untuk 
berbuat atau rnenw1tut sesuatu menagih 
supaya orang lain itu tuncluk dan 
menghormati atas hak seseorang dan 
mengindahkan kewajibannya jangan 
sampai lalai (Wanprestasi)atau kelalai­
an yang disengaja tidak memenuhi 
kewajiban seorang yang berpiutang 
(debituer) deugan melanggar pasal 
1234 KUH Perdata dalam perjanjian 
jual be!i. 
Untuk itu penulis berupaya 
mengemukakan bagaimana status hu­
kwn yang diatur oleh KUH Perdata 
apabila ada seseorang yang melalaikan 
kewajiban clalam hal utaug piutang 
atau perjanjian yang tidak dipenuhi 
(Wanprestasi). 
II. WANPRESTASl, AKIBAT-AKl­
BAT DAN MASALAHNYA
A. Pengertian W anprestasi.
Wanprestasi meourut kamus hu-
kum yang dikemubkan JCT 
Simorangkir dkk.adalah lalai, ingkar 
tidak memeouhi kewajiban dalam suatu 
perikatao, untuk kelalaian ini, maka 
pihak yang !al.ii harus memberikan 
penggantiao rngi, biaya dan bw1ga 
(JCT Simoranr,kir dkk, l 983: 198). 
Sedangkan menutut pendapat Van 
der tas, Soebekti dalam · memberikan 
pengertian Wanprestasi adalah presta­
tie (Het Nokmen Van iets) artinya 
pertunaian peaetapan Ganji). Wanpre­
stastie (Niet-niet beholijke, of neit 
Volledige V oeldoening aan Een Ver­
bintenis), ketiadaan 
pertwJaian/pertunaian tidak sempurna. 
Wanprestasi adalah ia alpa atau 
lalai atau ingkar janji, atau juga ia me­
lauggar perjanjian, bila ia melakukan 
atau berbuat sesuatu yang ticlak boleh 
dilakuka1mya, dalam bahasa Belan­
danya mempunyai pengertian prestasi 
buruk (Wanda.ad) atau perbuatan bu­
ruk. 
Dari beberapa pendapat di atas 
mengemukakan perjanjian itu adalah 
suatu kel1arusan yang h-:�rns dipenuhi 
oleh setiap orang yang mengadakan 
suatu perikatan (debitur) dengan mem­
berikan prestasi sebagai kewajiban, 
apabila debitur tidak memenuhi pre­
stasi kepada pihak kreditur karena 
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keduanya mempunyai kewajiban yang 
sama dalam masalah keperdataan 
(Civiele Verbintenis). 
Suatu perjanjian tidak saja hanya 
dibebankan kepada pihak debituer tapi 
pihak krediteurpun memw1gkinkan uo­
tuk melakukan kelalaian (Wanpres­
tasi), uotuk itu Prof. Soebekli menge­
mukakan kemungki.nan-kemungkinan 
kelalaian yang dilakukan kredituer dan 
debituer antara Iain: 
a. Tidak memenuhi Prestasi
b. Tidak twiai memenuhi Prestasi
c,. Terlambat memenuhi Prestasi 
d. Keliru memenubi Prestasi
Namw1 praktek hukum di-
masyarakat untuk menentukan sejak 
kapan seorang debituer a.tau krediteur 
itu wanprestasi, kada.ng-kadang tidak 
selalu mudah, oleh karenanya kapan 
debituer harus memenuhi prestasi, ti­
dak selalu ditentukan dalam perjanjian 
dalam perjanjian jual beli sesualu ba­
rang, m.isal.nya tidak ditetapkan kapan 
penjual harus menyerahkan barang 
yang dijualnya kepada pembeli, dan 
kapan pembeli harus membayar harga 
barang yang dibeli.nya kepada penjual 
(Riduan Syahrai.ni, 1985:228). 
Sedangkan pengertian Wanpre­
stasi itu sendiri secara umum adalah 
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat 
pada waktw1ya atau dilakukan tidak 
menurut selayaknya (debitur dalam ke­
adaan wanprestasi), apabila ia dalam 
melaksanakal1 prestasi perjanjian celall 
lalai (terlambat) dari jadwal waktu 
yang ditentukan dalam melaksanakan 
sesuatu prestasi (M. Yallya Harahap, 
1982:60). 
B. Macam-macam Wanpre-
stasi
Wanprestasi apabila dilil1at dari 
macamnya dapat terjadi karena: 
a. Tidak melakukan apa yang
disanggupi akan dilakukanya.
b. Melaksanakan apa yang dijanji­
kannya, tetapi tidak sebagainana
dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan­
nya tapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu menurut per­
janjian tidak boleh dilakukannya
(R.Soebekti, 1979:45).
ad. a. Tidak melakukan apa yang 
disanggupi akan dilakukatmya, 
maksuduya debiteur tidak mo­
rnenuhi (menepati perjanjian) 
yang telah disepakati sebelumnya. 
Debitur yang lalai ini bisa diaju­
kan ke Pengaclilan atas gugatan 
kreditur, dasar hukumnya adalah 
pasal 1242 BW. (debitur diwajib­
lcan membayar ganti rugi). yang 
bw1yi pasalnya sebagai ber­
ikut: "jika perikatan itu benujuan 
untuk tidak berbuat sesuatu, maka 
piJ1ak yang manapun jika yang 
berbuat berlawanan dengan peri­
katan, karena pelanggaran itu dan 
karena itupun saja, berwajiblah ia 
a.lean penggantian biaya" (R.Soe­
bekti. 1979:292). 
ad. b. Melaksanakan apa yang dijanji­
lcmnya, tetapi tidak sebagaimana 
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dijanjikan, maksudnya apabila 
mengadakan suatu perjanjian da­
lam pelaksanaannya tidak me­
nepati sehingga kreditur yang 
semestinya tidak perlu mengada­
kan peneguran terhadap debitur, 
karena debitur alpa, maka debitur 
menegur dengan kealpaannya. 
Sebagaimana pendapat Yahya 
Harahap mengatakan melaksa­
nakan prestasi dengan tidak 
sepatutnya berarti debitur tidak 
sw1ggub- sungguh sepe-9uh hati 
memelihara perjanjian, sehingga 
tindakan dehitur seperti itu meru­
pakan wanprestasi positif, oleh 
karenanya sifat wanprestasi yang 
tidak sepatutnya positif itu ber­
alasan sekali w1tuk mengurangi 
beban kriditur dengan jalan meng­
l1apuskatl prestasi negatif yang di­
sebabkan keterlambatan pelak­
sanaan (Yahya Hara.hap, 
1982:64). 
ad. c. Melak."Ukan apa yang dijanjikan­
nya tetapi terlambat. Maksudnya 
prestasi itu tidak dilakukan tepat 
waktu, tetapi debitur dalam me­
laksanakan suatu prestasi diJaksa­
nakannya tidak sesuai dengan 
perja1tjian sebagaimana yang dise­
pakati bersama sehingga mengaki­
batkan terjadinya kerugian dari 
pihak kreditur, dan debitur berke­
wajiban membayar kerugian yang 
diakibatkan wanprestasi. 
ad. d. Melakukan sesuatu menurut 
perjanjian tidak boleh dilakukan, 
memungkinkan bagi seorang debi-
tur melakukan yang seharusnya ti­
dak ia lalukan, menurut ketentuan 
yang telah disepakati dalam per­
janjian antara lain debitur tidak 
sungguh-sw1gguh memelihara per­
janjian, sehingga deugan demikian 
ada alasan wltuk mengurangi be­
ban, yaitu dengan cara meng­
bapuskan kewajiban pembayaran 
terhadap debitur . 
C. Akibat Hukum Terjadinya
W anpr-estasi (Sdrnde Ver­
gouding)
a. Timbulnya ganti rugi bagi debitur
yang tidak memenuhi prestasi karena
kelalaian (wa.nprestasi) mengakibatkan
beberapa kerugian dan beban yang ha­
ms ditanggtmg oleh pihak debitur an­
tara lain merupakan suatu kewajiban
(Schade Vergoeding) yang rimbul de­
ngan seudiri.nya, pada saat kelalaian
setelah ada pemyataan dari pihak
kreditur a.tau dalam istilai1 Belanda di­
sebut in gerbrekke steili.ng a.tau in
mora Stelling sebagaimana disebuckau
dalam pasal 1243 yang berbw1yi
"Pengertian perougkosan kerugian
dan bw1ga baru merupakan kewajiban
yang harus dibayar debitur, setelah ia
untuk itu ditegur kealpaa1mya melak­
sanakan p1:rjanjian akan tetapi sekali­
pun sudah ditegur ia terap juga
melalaikan peringatan dimaksud"
(R.Soebekti, 1979:292), dengan peng­
ertian ba!Iwa peringatan a.tau teguran
itu clilakukan oleh kreclitur sesaat sete­
lah batas waktu yang ditentukan Iewat
waktu.
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b. Bentuk pemyataan lalai.
Sebagaimana dijelaskan daJam pa­
sat 1236 BW yang berbunyi: 
"Siberutang adalah lalai, apabila ia de­
ngan surat perintah atau dengan sebuah 
akca sejenis itu ia telab dinyatakan 
lalai, a.tau demi perikatannya sendiri, 
ialah jika ini menetapkan, bahwa si 
berutang harus clianggap lalai dengan 
lewat waktu yang ditentukan" (R. Soe­
bekti, 1979:291), yang penjabarannya 
sebagai berikut: 
I. Berbentuk surat perinta11 (bevel)
atau akte lain yang sejenis (ofan­
ctre soortgelijke akte).
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian
itu sendiri apabila dalam suatu
perjanjian telah ditetapkan keten­
tuan debitur dianggap bersalah
jika satu kali saja dia melewati
baras waktu yang diperjauji.kan,
ha! ini dimaksudkan untuk men­
dorong debitur tepat melaksa­
nakan kewajiban dan sekaligus
untuk menghindari proses dan
prosedur in gebrekke sceuing, de­
ngan adanya penegasan dalam
suatu perjanjian tanpa penegoran
kelalaian, dengan sendirinya debi­
tur sudab berada dalam keadaah
lalai bila dia tidak memenuhi ke­
wajiban prestasi.nya pada tepat
waktu.
3. Jika tegoran sudah dilakuka.t1
barulall menyusul peringatan atau
aanmaning dan bisa juga disebut
sommasi yaitu peringatan bagi de­
bituer w1tuk melaksanakan kewa­
jibannya sesuai dengan tegoran
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atau pemyataan kelalaian yang te­
lah disampaikan kredituer 
kepadanya, maksud.nya untuk 
memberi batasan waktu yang 
benar-benar memadai menurut 
kelayakan sesuai dengan berat rin­
gannya obyek prestasi yang hen­
dak diiaksanakan. 
c. Tidak tepat waktu (Niet Tigdig)
Dengan tidak tepat waktu melak­
sanakan prestasi berarti d.::bituer
tidak menepati pelaksanaan pe­
menuhan prestasi sesuai dengan
waktu yang ditemukan, aidbatnya
debituer dianggap melakukan
wanprestasi yang mewajibkan dia
membayar ganti rugi (Sc!1ade
Vergouding) (Yahya Harallap,
1982:63).
d. Tidak sepatutnya mememi1i (Niet
behoorlijke nokoming).
Bahwa dalam kcadaan ticlctk
P.parutnya melal<sanakat1 pe-
menuhan perjanjian menyebabkan
kredituer tidak perlu lagi melal-a.1-
ka.n penegoran kelalaian dengan
demikian debitur tat1pa tegoran
'elalaian sudah dalam keadaan
lalai (lngebrekke stelling) i.ni se­
suai dengai1 Yurisprodensi Belan­
da seperti tertuai1g dalam
keputusa.i1 HIR tgl. 19 Nopember
1905 Nj 1916 pasal 3, debituer
yang tidak sepai1tasnya (onbe­
hootijke) melaksanakan prescasi
adalah benar-benar tak ada ke­
sw1gguhan melaksanakan kewajib­
annya secara sempuma, misalnya
penjual yang menyerahkan lembu
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sakit, ha! i.ni jelas tidak menepati 
janji dan tidak mencapai kesem­
pumaan kewajiban yang se­
mestinya (M. Yahya Harahap, 
1982:64). 
D, Ganti Rugi Karena Wan­
prestasi. 
Ketentuan tentang ganti rugi da­
lam BW diatur dalam pasal 1243 s/d 
1252, yang menjelaskan bahwa ga.nti 
rugi adalah sanksi yang dapat dibeban­
kan kepada debituer yang tidak 
mernenuhi prestasi dalam suatu peri­
katan untuk memberikan penggantian 
biaya, rugi dan bunga. 
Biaya adalah segala pengeluaran 
atau perongkosan yang nyata-nyara te­
iah dikeluarkan oleh kredituer,, 
seua.i1gkan rugi adalah segala kerugia.i1 
karena musnahnya atau rusaknya ba-
ang-bara.ng milik kredituer akibat 
kelalaiat1 debituer, sedangkan bunga 
adalah segala kell!ltw1gan yang di­
harapkan atau yang sudah 
diperllitw1gkan (Riduan Syallraini, 
I 985 :232). 
Kerugian yang dapat dituntut w1-
tuk membayar, tidaklah dapat 
diperhitungkan dengan kehendak hati 
melainka.i1 dibatasi oleh Undang-w1-
dang misalnya saja: 
1. Untuk segala macam wai1prestasi
yang diatur dalam pasal 1248 BW
yang menentukan bahkan jika ha!
yang tidak ctipenuhinya perikatan
itu disebabka.n kare.na tipu daya si
berutang, pergantian biaya, rugi
clan bw1ga sekedar mengenai 
kerugian yang diderita oleh si 
berucang dan keW1tw1gan yang 
t:rhilang baginya. hanyalah terdiri 
atas apa yang merupakan akibat 
IangsWlg dari tak dipenuhinya 
perikatan, maksud dari akibat 
langsWlg dalam pasal 1243 BW 
adalah sesuatu akibat yang tidak 
begitu jauh ketinggalan daripada 
hal yang dilakukannya suatu wan­
prestasi, uamun penentuan demi­
kian ini masih belum tegas oleh 
kareuanya seorang hahm apabila 
akan menetapkan keputusan harus 
in konkrito menurut rasa keadilan 
rnasyarakat. 
2. Terdapat dalam pasal 1247 BW
yang menentukan babwa si beru­
tang banya diwajibkan mengganti
biaya, rugi dan bWlga yang nyata
telah atau sedianya dapat diduga
sewaktu perikatan dilahirkan, ke­
cuaii jika hal tidak dipenuhinya
perikatan di sebabkan karena se­
suatu tipu claya yang clilakukan
olelmya (Wiryono Projodikoro,
1973:53).
Pasal 1247 BW ini jelas membe­
d.akan antara debituer yang jujur dan 
debituer yang tidak jujur istilah Belan­
danya disebut "arglist" dan menurut 
Hoge Rod di Negeri Belanda dalam 
keputusannya tanggal 18 Mei 1923 
perikatan itu harus diartikan dengan 
kwade trouw (tidak jujur), lain haluya 
dengan debituer yang jujur maka yang 
harus diganti hanya kerugian yang se­
jak semula dapat dikira akan terjadi, 
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sedangkan apabila debituer tidak jujur 
maka ia harus mengganti kerugian 
yang tidal< dapat diperkirakan orang 
aka.n terjadi (Ridwa.n Syahraini, 
1985:234). 
Sedangkan batas penggantian 
kerugian yang dijelaskan dalam pasal 
1250 BW, mengatur tentang bWlga 
Marotoir, sebaga.imana Hoge Rood 
Belanda dalam keputusannya tgl.2 
Nopember 1919 menyatakan sebagai 
berikut: 
1. Dalam tiap-tiap perikatan yang se­
mata-mata berbubungan langsw1g
dengan pembayaran sejumlah
uang, penggantian biaya, rugi dan
bw1ga sekedar disebabkan karena
terlambat pelaksanaan, maka batas
yang ditentukan berdasarkan atas
bWlga yang ditentukan oleh un­
dang-Wldang dengan tidal< mengu­
rangi peraturan yang khusus.
2. Penggantian biaya, rugi dan
bw1ga tersebut wajib dibayar de­
ngan tidak usah membuktikan se­
suatu kerugian olell si beruta.ng.
3. Penggantian biaya, rugi dan
bw1ga hanya hams dibayar, terhi­
tw1g mulai dari ia diminta di
muka pengadilan kecuali dalam
ha! di mana undang-undang me­
netapkan bahwa ia berlaku demi
hukum (Riduan Syabraini,
1985:235).
KESIMPULAN 
Dari beberapa uraian tentang 
Wanprestasi dalam suatu perjanjian 
(Verbintenis) menurut lmkum perdata 
BW, penulis simpulkan sebagai ber­
ikut: 
1. Suatu perjanjian yang mengaki­
batkan Wanprestasi tidak saja ha­
nya dibebankan kepada pihak
debituer tapi pihak kredituer pw1
memw1gkinkan untuk melakukan
kelalaian (Wanprestasi).
2. Kemw1gkinan-kemungkinan itu
dapat saja dilakukan misalnya saja
dalam hal, tidak memenultl Pre­
stasi, tidak tw1ai memenul1i pre­
stasi, Terlambat memenulli
prestasi dan keliru memenuhi pre­
stasi.
3. Untuk menginterprescasikan da­
lam praktek hukum di masyarakat
dan menentukan kapan seorang
debituer dan kredituer itu Wan­
prestasi kadangkala sulit karena
harus ditentukan dalam suatu per­
janjian tidak ditetapkan kapan se­
orang penjual harus menyerahkan
barang yang dijualnya dan kapan
pembeli llarus membayar llarga
barang yang dibelinya kepada
penjual.
4. Akibat terjadinya kelalaian (Wan­
prestasi) pihak debituer harus
membayar suatu kewajiban
(Schode Vergoeding) yang timbul
dengan sendirinya sebagaimana
terdapat dalam pasal 1243 segala
perongkosan, kerugian dan bw1ga
baru merupakan kewajiban yang
harus dibayar debituer setelah ia
ditegur kealpaaimya dengan tidak
melaksanaka.11 perjanjian yang dis-
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engaja setelah sebelwnnya ada 
peneguran-peneguran. 
5. Batas penggantian kerugian yang
diatur dalam pasal 1250 BW tidak
terlepas atas bunga marotoir yang
ditentukan berdasarkan undang­
w1dang dengan tidak mengurangi
peraturan yang khusus.
6. Pengga.ntian biaya, rugi dan
bunga harus dipenuhi pada masa
persidangan dan undang-w1dang
menghendaki berlaku demi hu­
kum.
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